
QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112  dan Pasal 156
ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah
Kabupaten berwenang memungut Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan;

b. bahwa berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu membentuk Qanun
Kabupaten Simeulue tentang Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Kitab   Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang  Nomor 48 Tahun 1999 tentang
Pembentukan  Kabupaten Bireuen dan Kabupaten
Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang.......
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5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,Tambahan Lembaran
Negara Nomor   4633);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor
5049);

7. Undang-Undang Nomor  32  Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan,  Pengundangan, dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 694;

15. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh  Tahun
2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh
Nomor 38);

Dengan………
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Dengan Persetujuan Bersama  :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE
dan

BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN

Menetapkan: QANUN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya

disebut DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat daerah
sebagai unsur penyelengggara pemerintahan daerah.

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu
dibidang Retribusi daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan daerah yang berlaku.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Simeulue.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi

adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa
yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi
atau Badan.

9. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang
disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten
untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa
usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang,
fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati
oleh orang pribadi atau Badan.

11. Sampah adalah sisa berupa benda padat yang tidak
terpakai lagi dari rumah tangga atau perusahaan yang
dikumpulkan pada tempat tertentu dalam Kabupaten.

12. Kepala…….
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12. Kepala Keluarga adalah seorang laki-laki atau perempuan
yang mengepalai satu keluarga dan tinggal atau
bertanggung jawab atas satu rumah atau seorang yang
berdiri sendiri dan tinggal rumah sendiri dalam
Kabupaten.

13. Perusahaan adalah orang atau Badan Hukum yang
mempunyai kantor, kilang, toko, perusahaan dan atau
Perniagaan lainnya dalam Kabupaten.

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang
menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang
terutang.

15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan
retribusi dan/atau saksi administrasi berupa bunga
dan/atau denda.

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan
retribusi yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih
besar daripada retribusi yang terutang atau tidak
seharusnya terutang.

17. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan SKRDKBT Dan SKRDLB yang diajukan
oleh wajib retribusi.

18. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang
dapat dikenakan Retribusi.

19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang
menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun
dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan
suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi
daerah.

21. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di
bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

Dengan nama retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan
fasilitas persampahan/kebersihan yang dikelola oleh
Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3.......
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Pasal 3
(1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, meliputi:

a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya
ke lokasi pembuangan sementara;

b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau
lokasi pembuangan sementara ke lokasi
pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan

c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir
sampah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah:

a. pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat
ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya;

b. pelayanan persampahan/kebersihan yang dikelola
oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang
menggunakan/menikmati pelayanan fasilitas
persampahan/ kebersihan dari Pemerintah Kabupaten.

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang
menurut ketentuan perundang-undangan Retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan digolongkan
sebagai retribusi Jasa Umum.

BAB IV
KETENTUAN PENGADAAN DAN PENYELENGGARAAN

Pasal 6

(1) Untuk keperluan kebersihan lingkungan, Pemerintah
Kabupaten menyediakan  mobil truck  angkutan sampah,
petugas pembersih dan penggali parit.

(2) Untuk penyelenggaraan pelayanan persampahan/
kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati
menunjuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan,
Kebersihan dan Pertamanan atau Pejabat lain di
lingkungan Pemerintah Kabupaten.

(3) Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan,
Kebersihan dan Pertamanan diberikan kewenangan Untuk
mengangkat orang/karyawan petugas pembersih sampah.

(4) Penunjuk…….
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(4) Penunjukan orang/karyawan petugas pembersih
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Badan
Pengendalian Dampak Lingkungan, Kebersihan dan
Pertamanan harus membuat daftar karyawan pembersih
sampah di masing-masing tempat yang ada dalam
Kabupaten, dan menempelkan foto copy KTP petugas
pembersih pada buku besar daftar petugas yang ada pada
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Kebersihan
dan Pertamanan Kabupaten/ditempat bertugas.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7
(1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/

kebersihan diukur berdasarkan jenis dan volume sampah
yang dibuang.

(2) Jenis-jenis yang dikenakan retribusi adalah :
a. Rumah tangga;
b. Pasar;
c. Pertokoan;
d. Rumah Makan;
e. Industri;
f. Kantor;
g. Hotel;
h. Rumah Sakit;
i. Wisma;
j. Pabrik.
k. Losmen dan sejenisnya.

BAB VI
PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN

BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan
dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa,
kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas
pengendalian atas pelayanan.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
biaya operasi dan pemeliharaan.

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan
biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk
menutup sebagian biaya.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan
persampahan/kebersihan adalah sebagai berikut :

No.......
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N0 NoSUMBER
SAMPAH

LUAS /VOLUME TARIF

1. Rumah
Tangga

1. Luas Bangunan < 50 M²
2. Luas Bangunan > 51 M² s/d

100 M²
3. Luas Bangunan > 101 M² s/d

200 M²
4. Luas Bangunan > 200 M²

Rp. 5.000/bln
Rp.10.000/bln

Rp.15.000/bln

Rp.20.000/bln

2. Pertokoan,
Wisma,
hotel,
Kantor,
Pasar.

1. Kecil (volume sampah <0,51
M³/hari)

2. Sedang (volume sampah >0,51
M³ s/d 0,75 M³/hari)

3. Besar (volume sampah >0,75
M³/hari)

Rp.15.000/bln

Rp.20.000/bln

Rp.30.000/bln

3. Industri,
Rumah
Makan
Pabrik,
Rumah
Sakit.

1. Kecil (volume sampah < 0,51
M³/hari)

2. Sedang (volume sampah > 0,51
M³ s/d 0,75 M³/hari)

3. Besar (volume sampah > 0,75 M³
s/d 100 M³/hari)

4. Kontiner sampah (volume
sampah diatas 100 M³/hari)

Rp.30.000/bln

Rp.40.000/bln

Rp.50.000/bln

Rp.200.000/bln

(2) Besarnya retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara
tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

(3) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun
sekali dengan memperhatikan kenaikan harga dan
perkembangan ekonomi.

(4) Penetapan perubahan tarif retribusi pelayanan
persampahan/kebersihan ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten.

BAB IX
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,

ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 11

(1) Retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau

dokumen lain yang dipersamakan.
(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon atau
kartu langganan.

(4) Wajib Retribusi membayar lunas retribusi terutang pada
saat SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
diterbitkan.

(5) Wajib……
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(5) Wajib Retribusi melakukan pembayaran atau penyetoran
retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat
pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati dengan
menggunakan SSRD.

(6) SSRD diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai tanda
bukti pembayaran atau penyetoran retribusi.

(7) Bentuk isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian
SKRD atau dokumen lainya yang dipersamakan, STRD
dan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3),
ayat (5) dan ayat (6) diatur lebih lanjut oleh Peraturan
Bupati.

(8) Bentuk isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian
SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, STRD
dan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat(3),
ayat (5) dan ayat (6) diatur lebuh lanjut oleh Peraturan
Bupati.

(9) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat
pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya
atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi
berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari
retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan
ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi
Daerah (STRD).

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

(1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 dilakukan dengan menggunakan STRD
dan didahului dengan surat teguran/peringatan/surat
lain yang sejenis.

(2) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai
tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi
dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh
tempo pembayaran.

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat
teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib
Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(4) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh
pejabat yang ditunjuk Bupati.

BAB.........
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BAB XII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

YANG KEDALUWARSA
Pasal 14

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi
kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun
terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika
Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang
retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)  tertangguh jika:
a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi,

baik langsung maupun tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan
dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran
tersebut.

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi
dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai
utang retribusi dan belum melunasinya kepada
Pemerintah Kabupaten.

(5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana
dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan
permohonan angsuran atau atau penundaan pembayaran
dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 15

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena
hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa
dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang
Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang
kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya
sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda
paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang
tidak atau kurang dibayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pelanggaran.

BAB……
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BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 17

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai
penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan
Pemerintahan Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)
adalah :
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana retribusi daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi
atau badan sehubungan dengan tindak pidana di
bidang retribusi daerah;

d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan
bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana  di bidang
retribusi daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;

h.memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana retribusi Daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran

penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik.......
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(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut
Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal–hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini,
sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten
Simeulue Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten
Simeulue Tahun 2002 Nomor 8 Seri B dan Qanun Kabupaten
Simeulue Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama
Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 8 Tahun 2002
tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan,
Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2007 Nomor
127) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di  Sinabang
pada tanggal 06 November 2012 M

21 Dzulhijjah 1433 H

BUPATI SIMEULUE

RISWAN. NS

Diundangkan di  Sinabang
pada tanggal 06 November  2012 M

21 Dzulhijjah 1433 H

SEKRETARIS DAERAH

NASKAH BIN KAMAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE  NOMOR 18
TAHUN 2012
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